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RINGKASAN

SUHARDIMAN, Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menggambarkan bagaimana Otonomi Desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa deskripsi. Untuk memperoleh data penelitian, khususnya dengan teknik wawancara peneliti menggunakan metode Purposive Sampling, kemudian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti melakukan triangulasi sumber yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengecekan ulang serta dapat melengkapi informasi dari berbagai sumber.

Dari hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Otonomi Desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor tidak optimal. Dari empat fokus penelitian hanya ada satu fokus yang menurut peneliti memuaskan dan mencerminkan kemandirian desa tersebut yaitu pada pelaksanaan pemilihan pemimpin bagi desanya. Dimana mulai dari peraturan mengenai kepala desa hingga proses pemilihan kepala desa semuanya berjalan dengan baik, demokrasi sesuai dengan hati nurani masyarakat tanpa adanya paksaan. Sedangkan pada fokus penelitian lainnya seperti dalam menyelenggarakan pemerintah desa, merencanakan pembangunan dan menggalang segenap potensi yang ada bagi kemandirian desa dinilai tidak memuaskan.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui pelayanan desa kepada masyarakat tidak optimal sebab masih banyak keluhan-keluhan warga yang belum dapat dipenuhi seperti pelayanan dalam pengetikan yang berhubungan dengan administrasi desa yang masih lambat dan bertele-tele. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam proses penyusunan APBDes desa masih bergantung pada bantuan yang diberikan dari pihak Kabupaten dan swasta. Tetapi hal yang paling memperhatinkan adalah pemerintah desa tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan desa dan tidak mempunyai satupun peraturan mengenai iuran bagi perusahaan yang ada didesa untuk dijadikan sumber pendapatan asli desa.

Kata Kunci: Otonomi Desa
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 
Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998 mengantarkan desa memasuki babak baru ( otonomi ) dan demokrasi lokal. Hal ini terlihat dari lahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang didalamnya juga mengatur tentang pemerintahan desa, yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004. Desa yang pada saat ini menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga desa berhak untuk berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

Dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan didesa, terlebih jika daerah atau desa tersebut memiliki potensi yang sangat menunjang untuk melakukan usaha pembangunan. Dalam rangka pembangunan yang merata khususnya didesa diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Pembanguna tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah saja melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat bahkan keberhasilan pembangunan tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat baik secara fisik maupun moril dapat dihhindari, yang pada gilirannya akan terbentuk desa-desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat itu sendiri. Apalagi dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini, terutama pembangunan pedesaan maka kemampuan dan kemandirian pemerintah desa mutlak diperlukan. Hal ini telah memberikan peluang dalam mengarahkan pembangunan desa sesuai tuntutan masyarakat, terlebih jika daerah atau desa tersebut memiliki potensi yang menunjang untuk dilakukan usaha pembangunan. Seperti desa yang akan penulis jadikan sebagai obyek penelitian, yaitu Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Desa yang berada di Kabupaten Bulungan ini dapat dikatakan memiliki potensi yang cukup besar Khususnya potensi sumber daya alamnya.

Salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan otonomi desa yang mulai berjalan secara bertahap adalah keleluasaan desa atau masyarakat dalam memilih pemimpinya sendiri. Namun disisi lain masih terdapat beberapa masalah yang harus dicari jalan keluarnya diantaranya masih rendahnyakemampuan desa dalam menghasilkan keputusan desa atau membuat peraturan desa. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik meneliti dengan judul: “Studi Tentang Pelaksanan Otonomi Desa Di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan”.

1.2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan masalah dalam dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pelaksanaan otonomi desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikutI

1. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi desa 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi desa


1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk: Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tentang konsepsi otonomi desa dan merekomendasikan kepada unsur pemerintah desa agar dapat melaksanakan otonomi desa dengan sebaik-baiknya

BAB II 
KERANGKA TOERI
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Desa, Otonomi Desa, Desa Otonomi
2.1.2. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas manusia dalam lingkup kecil yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat melalui tradisi, adat-istiadat dan hukumnya yang relatif mandiri.

Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian desa menurut UU No.32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi bangsa indonesia. Hal ini karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman indonesia, yang selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.
2.1.3. Otonomi Desa

Secara Historis desa merupakan cikal bakal terbentuk masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara atau bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Seperti yang tertuang didalam UU. No 32 Tahun 2004. Selanjutnya menurut widjaja ( 2003:163 ): “Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa otonomi desa yang didasari oleh prakarsa masyarakat haruslah juga memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh institusi yang ada diatasnya dalam hal ini kabupaten. Demikian sebaliknya pemerintah kabupaten juga tidak boleh melakukan intervensi terhadap desa tanpa memperhatikan realitas yang ada di desa tersebut.

Sebagai bukti kebijakan dalam memberikan keleluasaan bagi desa. Salah satu diantaranya adalah dengan dikeluarkanya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa, yang mendefinisikan kewenangan penataan desa kedalam :

1. Penetapan syarat-syarat pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa.

2. Penetapan susunan organisasi pemerintahan desa.

3. Penetapan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. 

4. Penetapan pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

5. Penetapan kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa.

6. Penetapan pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa.

7. Penetapan pedoman pembentukan Lembaga Perwakilan Desa.

8. Tata cara penetapan peraturan desa.

9. Penetapan sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasaannya.

10. Penetapan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Desa.

11. Pemberian petunjuk tentang kerja sama antara desa.

Dengan adanya peraturan-peraturan perundangan ini maka pelaksanaan otonomi daerah yang juga menyangkut otonomi desa dapat berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan berarti.

Dari sekian banyak peraturan Perundang-undangan yang telah dilahirkan pada saat ini masih ada beberapa lagi yang dijadikan pokok pengaturan mengenai desa, seperti : UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah), Peraturan Pemarintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa dan sebagainya baik itu ditingkat pusat maupun didaerah. Dengan adanya peraturan-peraturan perundangan ini telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan desa terutama dalam hal pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (SDA, SDM, Maupun Sumber Daya Lainnya).

Perubahan tentang desa menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 ke Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Sampai UU Nomor 32 Tahun 2004 ada dua belas bidang dan salah satunya adanya lembaga perwakilan. Di dalam Undang-Undang nomor 5 tidak ada lembaga perwakilan yang ada hanya lembaga musyawarah desa yang merupakan bagian dari pemerintah desa dan dipilih oleh kepala desa. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 sudah ada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga tersendiri dan anggotanya dipilih oleh masyarakat.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perwakilan Desa merupakan wujud nyata demokrasi pancasila didesa dan kedudukannya adalah sebagai mitra dan sejajar dengan kepala desa. Walaupun posisi politik Badan Perwakilan Desa relatif masih lemah, terutama terhadap peraturan daerah yang dapat merugikan kepentingan desa. Hal ini dipertegas oleh AA.GN. Ari Dwipayana,dkk (2004 : 51 ) mengemukakan : “Ini disebabkan sebagai entitas politik di desa, pengaruh BPD sangat bernuansa lokal dan tidak memiliki kekuatan politik struktural pada tingkatan eksternal desa.
2.1.4. Desa Otonom

Selanjutnya Taliziduhu Ndraha (1984:7) mengemukakan bahwa: “Desa Otonom adalah desa-desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan hukum.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa desa otonom tidak hanya merupakan obyek dari hukum akan tetapi desa juga merupakan subyek dari hukum itu sendiri untuk melakukan tindakan hukum guna menentukan dan memutuskan berbagai kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Sehingga dengan adanya berbagai rencana program yang disusun oleh masyarakat desa itu sendiri maka sangat besar sekali kemungkinannya bagi partisipasi masyarakat secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan.

Kemudian Fakrullah dkk. (2004:79) menjelaskan berkenaan dengan konsep otonomi desa dapat dirumuskan bentuk (model) otonomi masyarakat desa kedalam empat bidang pokok, yaitu:

a. Memilih pemimpin sendiri

Guna terwujudnya kemampuan desa untuk memilih pemimpinnya sendiri atau dengan kata lain pemberdayaan politik, pemerintahan desa diberi keleluasaan menentukan sendiri calon pemimpinnya menurut kriteria yang dapat mereka ukur dan pahami. Kepemimpinan merupakan faktor utama penggerak organisasi, ciri-ciri pemimpin yang dibutuhkan antara lain adalah pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas, kemampuan berorganisasi, dapat menumbuhkan motifasi dari anggotanya, berdasarkan pada pertanggung jawaban publik, demokratis dalam pengambilan keputusan, memiliki kemampuan manajemen (administrasi keuangan) serta mampu menggalang kerja sama antara organisasi sosial ditingkat desa.
b. Kemampuan Desa dalam menjalankan fungsinya

Untuk mewujudkan otonomi masyarakat dalam pelaksananan tugas dan fungsi pemerintah desa dimulai dengan menentukan sendiri jenis dan tujuan organisasinya. Pembentukan organisasi ini disesuaikan dengan kewenangan desa. Ini berarti masyarakat akan mengatur sepenuhnya tentang tugas, fungsi, struktur, pesonalia dan anggaran yang dibutuhkan untuk menggerakan organisasi tersebut.

c. Bidang pembangunan Desa

Permasalahan mendasar dalam pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat. Oleh karena selama ini dominasi pemerintahan desa sangat tinggi, kahadiran BPD dalam beberapa desa dianggap sebagai pesaing baru. Apalagi tugas dan fungsi BPD salah satunya sebagai pengawasan jalannya pemerintahan desa maka sering kali desa merasa tidak leluasa lagi. Padahal BPD sebagai wakil masyarakat, tidak diatur mekanisme pertanggung jawaban mereka kepada masyarakat yang diwakili. Akibatnya dominasi BPD sangat kuat. Sementara BPD belum tentu merupakan aspirasi seluruh masyarakat sebab BPD juga tidak punya mekanisme bagaimana menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Untuk menjamin terjadinya proses akuntabilitas, transpirasi dan partisipisai masyarakat maka optimalisasi forum musbangdes menjadi sangat penting. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah menetapkan musbangdes sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di desa. Forum  musyawarah pembangunan desa sejak lama diperkenalkan orde baru merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan keberadayaan governance desa.

d. Bidang kemampuan keuangan

Pemerintahan kabupaten hendaknya menetapkan dana pertimbangan bagi desa-desa di daerahnya. Hal ini didasari pemikiran agar desa, di samping dari dana perimbangan, desa menetapkan berbagai pungutan retribusi, pancen dan lain-lain. Komponen sumber pendapatan desa lainnya adalah propinsi dan sumbangan pihak ketiga. Dengan diperbolehkannya desa mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dapat merangsang desa untuk meningkatkan kapital ekonomi desa. Hal lain yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan desa adalah peluang untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.  Dengan harapan semakin menguatnya kemampuan keuangan desa maka penghasilan kepala desa, aparat desa, dan lembaga lainnya dapat ditingkatkan.

Terkait dengan 3 poin di atas yaitu bidang pembangunan desa, dimana hal yang mendasarinya adalah partisipasi masyarakat desa, menurut Riwu koha (2002:115) Masyarakat dapat partisipasi pada beberapa tahap, turutama dalam pembangunan, yakni tahap inisiasi, legitimasi, dan eksekusi atau dengan kata lain pada tahap decision making, implementation, benefit, dan tahap evaluation.

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa partisipasi teknis dan partisipasi politik harus lah diusahakan secara bersamaan dalam rangka usaha penguatan otonomi desa. Kegiatan partisipasi teknis yang tidak dilandasi dengan semangat partisipasi politik tidak akan memberikan makna yang signifikan bagi pengembangan masyarakat secara keseluruhan.

Dari beberapa uaraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan tumpuan segenap urusan pemerintahan dan pembangunan, sehingga kedudukan pemerintah desa perlu diperkuat. Desa dituntut mampu menggerakan partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan desa. Kemampuan tersebut atau otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Karena itu upaya memperkuat otonomi seperti pembinaan dan pengembangan kemampuan aparatur pemerintah desa, pemberian akses dan kesempatan untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada, dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan haruslah terus diupayakan baik oleh desa itu sendiri ataupun upaya pemerintah dan pemerintah kabupaten.

Sejalan dengan beberapa pendapat diatas, maka demi terlaksananya program-program pembangunan pedesaan perlulah desa-desa otonom dibentuk sebagai satu satuan masyarakat yang utuh. Setiap satuan masyarakat perlu diberi tanggung jawab serta peranan tertentu secara langsung dalam soal-soal pembangunan dan pemerintahan desanya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini seperti dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha (1984:23) Yaitu : “Suatu masyarakat desa disebut subyek kalau masyarakat itu sepanjang peroses pembangunan itu mampu memegang peranan dan tanggung jawab atas satu atau beberapa langkah pembangunan”.

Selanjutnya Taliziduhu Ndraha (1984:65) mengemukakan : “Urusan-urusan pemerintahan desa yang dilakukan oleh desa otonom dapat dibedakan menjadi tiga jenis urusan, Yaitu :

1. Urusan dekonsentratif, yaitu urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang lebih atas namun dalam pelaksanaan operasional ditugaskan kepada pemerintah desa.

2. Urusan partisipatif, yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah tapi pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah desa yang bersangkutan sebagai sarana pendidikan pembangunan.

3. Urusan rumah tangga desa, yaitu urusan-urusan yang diperoleh tidak berdasarkan asas dekonsentrasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku.

2.2. Definisi Konsepsional

Berdasarkan uraian penjelasan studi kepustakaan tersebut diatas, maka penulis memberikan batasan defenisi konsep dari variabel yang akan diamati dalam penelitian ini sebagai berikut : 
Otonomi adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas manusia dalam lingkup kecil yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat melalui tradisi, adat-istiadat dan hukumnya yang relatif mandiri
2.3. Definisi Operasional

Berdasarkan uraian penjelasan studi kepustakaan tersebut diatas, maka penulis kemukakan indikator-indikator dari masing-masing variabel yang akan diamati sebagai berikut : 
1. Memilih pemimpin, yang berfokus kepada :

1.1 Peraturan mengenai pemilihan kepala desa.

1.2 Peroses pemilihan kepala desa.

2. Kemampuan desa dalam menjalankan fungsinya, yang berfokus pada:

2.1 Kemampuan desa dalam melayani masyarakat

3. Pembangunan desa, yang befokus pada :

3.1 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

3.2 Proses penyusunan APBDes

4. Kemampuan keuangan yang berfokus pada :

4.1 Sumber-sumber pendapatan asli desa.
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian


Sugiyono (2001:6) mengemukakan bahwa : “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain” sedangkan Mely G. Tan yang dikutip oleh Soejono (1992:22) mengemukakan bahwa : “Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”.


Bersdasarkan tujuan penelitian dan pendapat diatas, maka jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Berdasarkan jenis penelitian ini maka penulis berusaha menggambarkan dan menjabarkan variabel penelitian yaitu pelaksanaan otonomi desa.
3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :
1. Penggunaan perpustakaan atau penelitian kepustakaan 


Penggunaan perpustakaan sebagai data sekunder, yaitu penulis mengumpulkan dan menelaah literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi sebagai pedoman dalam menentukan teori pendukung.

2. Penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) cara yaitu :

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Dari objek ini penulis harapkan dapat melihat kenyataan yang ada, kegiatan-kegiatan dan hasilnya.

b. Wawancara, cara ini untuk mendapatkan data-data dengan orang-orang yang mengetahui tentang pelaksanaan otonomi desa.

c. Telaah dokumentasi, yang dimaksudkan untuk mengambil sebuah data dengan cara membaca dan menyimak terhadap berkas-berkas laporan kepala desa, monografi desa, peraturan-peraturan desa dan dokumen-dukumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
3.3. Analisa Data


Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif dan akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk keperluan tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan yang pada hakekatnya merupakan upaya penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.


Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1997:16), mengatakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari empat komponen yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Data Reduction atau Penyederhanaan Data

Reduction data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisa data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

3. Data Display atau Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan kemungkinan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Conclution Drawing atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan dan disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan dipredeksikan hubungan sebab-akibat melalui hukum-hukum empiris.

Jelaslah data kualitatif merupakan analisis yang terdiri dari reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 1 : Model Analisis Data Interaktif
	


Sumber : Mathew B. Miles dan A. Michel Hubermen

Peneliti bergerak di antara empat sumbu kumparan selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.   Gambaran Lokasi Penelitian
4.1.1. Kondisi Umum

Desa Gunung Sari merupakan desa yang terletak kurang  lebih 12 Km dari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Sebagian besar penduduk desa tersebut merupakan Pendatang dari luar daerah, hanya sebagian kecilnya adalah penduduk asli. Kondisi alam berbukit dan namun cocok untuk pertanian sehingga tidak heran jika sebagian besar mata pencaharian adalah bertani.

Wilayah Desa Gunung Sari memang cukup luas, sehingga baru sebagian saja yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian oleh karena kondisi alamnya berbukit sehingga menyulitkan warga untuk mengelola, adapun batas-batas wilayah Desa Gunung Sari adalah sebagai berikut:  

a. Di sebelah Utara dengan Desa Bumi Rahayu
b. Di sebelah Selatan dengan Desa Sajau
c. Di sebelah Barat dengan Hutan
d. Di sebelah Timur dengan Desa Apung
4.1.2. Keadaan Penduduk

Hampir seluruh penduduk Desa Gunung Sari adalah penduduk pendatang. Jumlah penduduknya saat ini adalah sebanyak 1.726 orang yang tersebar dalam 3 Dusun dan 10 Rukun Tetangga.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
	No
	Jenis kelamin
	Jumlah
	Persentase ( % )

	1.

2.
	Laki-laki

Perempuan
	930

796
	54

46

	Jumlah
	1.726
	100


Sumber : Monografi Desa Gunung Sari
Kemudian untuk tingkat pendidikan masyarakat di Desa Gunung Sari bervariasi sekali namun sebagian besar hanya berpendidikan tamatan SD walaupun ada juga yang sampai jenjang pendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk

	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	1.

2.

3.

4.

5.

6.
	Buta huruf

Tidak tamat SD

Tamatan SD

Tamatan SMP

Tamatan SMA

Perguruan Tinggi
	659

490

342

118

47

70

	Jumlah
	1.726


Sumber : Monografi Desa Gunung Sari
Sedangkan untuk mata pencaharian penduduk juga bervariasi, namun sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk

	No
	

Mata Pencaharian
	Jumlah

	1.

2.

3.

5.

6.
	Pegawai Negeri Sipil

Wiraswata

Petani

Buruh

Pedagang
	20

70

1.416

192

28

	Jumlah
	1.726


Sumber : Monografi Desa Gunung Sari
Sementara untuk jumlah penganut agama sebagian besar penduduk Desa gunung sari penganut agama Islam, untuk lebih jelasnya penulis menyajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Penganut Agama

	No
	Agama
	Penganut

	1

2.

3.

4.
	Islam

Kristen Protestan

Kristen Katholik

Budha
	1.248

328

143

7

	Jumlah
	1.726


Sumber : Monografi Desa Gunung Sari

4.1.3. Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Umum

Sebagai sebuah desa yang berpenduduk banyak, maka fasilitas pendidikan dan fasilitas umum sangat diperlukan guna menunjang kehidupan sosial kemasyarakatan di desa tersebut. Berikut ini penulis kemukakan fasilitas yang ada di Desa Gunung Sari dalam bentuk tabel :
Tabel 5. Jumlah Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Umum

	No.
	Keterangan
	Jumlah

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
	Bangunan SD/sederajat

Bangunan SMP

Gereja 

Masjid/langgar

Balai Desa ( BPU )

Kantor Desa

Gedung PKK

Perpustakaan Desa

Jalan poros

Jalan Penghubung

Gorong-gorong

Lapangan volley ball

Gedung Bulu Tangkis

Jembatan
	3

1

1

2

1

1

1

1

1

25

1

1

1

3

	Jumlah
	43


Sumber : Monografi desa Gunung Sari
4.1.4. Kewenangan Desa

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Kewenangan Desa, antara lain adalah kewenangan penetapan bentuk dan susunan organisasi desa; pencalonan, pemilihan dan penetapan kepala desa; pencalonan, pemilihan, penetapan anggota BPD; penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja desa ( APBDes ); pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat; penetapan Peraturan Desa ( PerDes ); penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ); pengeluaran izin skala desa; penetapan tanah kas desa; pemeliharaan; keamanaan dan ketertiban masyarakat; pengelolaan tugas pembantuan.
4.1.5. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
4.1.5.1 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa sebagai lembaga eksekutif ditingkat desa pada Desa Gunung Sari saat ini bertepatan pada periode 2007-2012. Pada bulan april 2007 melakukan pemilihan kepala desa secara langsung. Pemilihan kepala desa sebagai pemimpin yang menjalankan tugas pemerintahan di desa dilakukan pada bulan april 2007 dilakukan secara demokratis. Masyarakat Desa Gunung Sari diberikan kewenangan untuk memilih kepala desanya sendiri secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta berlangsung dengan lancar, tertib dan aman.

Dalam menjalankan urusan tugas pemerintahannya kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti unsur staf dan unsur pembantu kepala desa diwilayah desa. Unsur staf pada Desa Gunung Sari terdiri atas Sekertaris Desa; Kepala Urusan Keuangan; Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan; dan Kepala Urusan Umum. Sedangkan unsur pembantu kepala desa di Desa Gunung Sari terdiri dari 3 kepala dusun dan 10 Rukun Tetangga.  

Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan PP No.76 Tahun 2001  Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai desa yang menjadi tugas-tugas dan kewajiban kepala desa antara lain adalah; memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa; membina kehidupan masyarakat desa; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat desa; mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Selanjutnya mengenai perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat desa dapat memilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan tentu saja masyarakat yang dipilih adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan yang akan diatur kemudian dalam peraturan daerah kabupaten. Perangkat desa ini ditetapkan oleh desa. Adapun tugas-tugas dan fungsi dari RT antara lain: membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah; memelihara kerukunan hidup warga; menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; pengkoordinasian antar warga; pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah; dan pengamanan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
4.1.5.2. Badan Perwakilan Desa ( BPD ) 

Didalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 terdapat BPD sebagai lembaga legeslatif pada tingkat desa. Dalam rangka perwujudan demokrasi di tingkat desa diadakan BPD yang berfungsi yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa ( Perdes ), APBDes dan semua kebijakan yang ditetapkan kepala desa. Keanggotaan BPD direkrut melalui pemilihan oleh penduduk setempat dari calon-calon yangg memenuhi persyaratan. Pempinan BPD dipilih dari anggota dalam musyawarah BPD. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Meskipun saat ini perkembangan Undang –Undang No.22 Tahun 1999 telah berubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004,khususnya yang mengatur tentang desa namun Desa Gunung Sari masih mengunakan Undang-Undang No.22 tahun 1999. Dimana  pada desa ini terdapat badan perwakilan Desa ( BPD ) sebagai lembaga legeslatif ditingkat desa, yang dibentuk pada tahun 2002 dan dipilih dari wakil-wakil masyarakat secara langsung untuk menjadi anggota BPD. Kemudian dari anggota-anggota ini melakukan perundingan untuk memilih siapa diantara mereka yang layak untuk dijadikan Ketua dan Wakil Ketua BPD serta 5 anggota BPD lainya. Sedangkan untuk sekertaris BPD diangkat oleh kepala desa dengan persetujuan BPD. Sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama dengan pemerintah desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa ( PerDes ), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perdes, APBDes serta keputusan Kepala Desa.
4.1.5.3. Lembaga lain

Di Desa Gunung Sari juga terdapat lembaga-lembaga lain yang menunjang pemerintahan desa dalam usaha pembangunan desa serta membantu mengupayakan pemberdayaan masyarakat di Desa Gunung Sari. Diantara lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut yaitu Karang Taruna yang diketuai oleh Semion, PKK yang diketuai oleh istri Kepala Desa Gunung Sari yaitu ibu Naomi dan Lembaga Pembangunan Masyarakat ( LPM ) yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang diketuai oleh Bapak Setyo Usodo.

4.2. Hasil Penelitian
Data-data yang diperoleh tentang deskripsi Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan disajikan berupa cerita asli para responden menurut bahasa, pandangan, dan ungkapan mereka. Penyajian data ini sesuai dengan pendapat Lincoln dan guba yang dikutip oleh Hamadi ( 2004:80 ) yakni dalam bahasa yang tidak formal dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli responden, cukup rinci serta interprestasi dan evaluasi dari peneliti. Karena itu penulis menyajikan data dari konsep otonomi desa dalam penelitian ini yang dijabarkan pada fokus penelitian sebagai berikut:
4.2.1. Memilih Pemimpin


Dalam memilih pemimpin bagi desanya, masyarakat Desa Gunung Sari sangat selektif. Dimana dari pengalaman sebelumnya masyarakat memilih pemimpin hanya dengan melihat figur atau karisma seseorang, tanpa disertai visi dan misi yang jelas bagi desanya. Agar tidak terulang lagi maka dalam pemilihan kali ini masyarakat Desa Gunung Sari belajar dari pengalaman akan pentingnya mencari seorang pemimpin yang tidak hanya dilihat dari figur atau karisma semata tetapi benar-benar dinilai dari pemimpin yang memiliki tujuan yang jelas, mampu memimpin dan mengatur urusan-urusan desanya serta konsisten terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan.


Memilih pemimpinnya sendiri merupakan salah satu pokok bentuk otonomi masyarakat desa yang ada karena itu pemilihan kepala desa yang merupakan usaha pemberdayaan politik pada tingkat desa haruslah berjalan secara baik dan demokratis.


Adapun indikator-indikator yang berhubungan dengan memilih pemimpin yang penulis teliti yaitu:
a. Peraturan Mengenai Pemilihan Kepala Desa


Penyelengaraan pemilihan kepala desa periode 2007-2012 di Desa Gunung Sari didahului atas prakarsa Badan Perwakilan Desa yang terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan kepala desa setelah sebelumnya menerima surat sosialisasi dan pemberitahuan langsung dari pihak PMD Kabupaten Bulungan. Adapun persyaratan yang berhak menjadi calon kepala desa, sesuai dengan perda Kabupaten Bulungan No.11 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

(1). Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga   Negara  Republik Indonesia Yang :
a. Bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa.

b. Bersedia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan menghianati Negara Kesatuan Republik  Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 / G 30 S / PKIndan atau kegiatan organisasi lainya.

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA ) atau yang berpengetahuan / berpengalaman yang sederajat bagi desa yang berpenduduk minimal 300KK atau 1.500 jiwa.

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun pada saat pendaftaran dan maksimal 56 Tahun.

f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.

g. Sehat jasmani dan rohani.

h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu, dan berwibawa.

i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

j. Tidak pernah dihukum / penjara karena melakukan tindak pidana.

k. Bersedia dicalonkan diri menjadi kepala desa.

l.   Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.

m. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat

n. Mengenal daerah-daerah dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang yang  menyatakan pernah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 3 Tahun.

(2). Pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai  kepala desa  selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu. 

(3). Bagi pegawai negeri sipil ( PNS ) yang berasal dari guru sekolah dasar ( SD ) selain memenuhi syarat sebagai mana yang dimaksud padaa ayat ( 1 ) pasal ini harus mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang di kabupatern.

(4). Bagi pegawai negeri sipil dan atau putra desa yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal didesa.

Hal tersebut penulis ketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan, yaitu dengan Ketua Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saat ini yang dijabat oleh bapak Setyo Usodo. Dalam pertemuan tersebut beliau mengatakan secara panjang lebar. Adapun petikan wawancara beliau sebagai berikut:

“Waktu itu BPD mendapat surat pemberitahuan dari PMD   mengenai pembentukan panitia pemilihan kepala desa di Gunung Sari. Kemudian selanjutnya dari pihak BPD mengeluarkan putusan tentang pembentukan panitia pelaksana Pilkades periode Tahun 2006-2012, dan kebetulan saya lah yang dipilih menjadi ketua panitianya. Kami (Panitia) menyusun mekanisme kerja Pilkades dengan sebaik-baiknya dan menyesuaikan dengan situasi yang ada, peraturan Pilkades seperti syarat-syarat calon mekanisme Pilkades kami menggunakan petikan Perda Kabupaten Bulungan No.11 tahun 2000 ( Wawancara 28 Juni 2012 ).

Tetapi juga bapak Setyo Usodo menjelaskan juga bahwa dari peraturan tersebut tidak semua persyaratan dalam Perda itu digunakan karena ada dua point yang mereka ( panitia Pilkades dan warga ) nilai bukan merupakan jaminan yaitu pada ayat ( 1 ) point d dan m, tentang masalah pendidikan dan pernah tidaknya melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma dalam masyarakat setempat. Hal ini menjadi pertimbangan karena Perda tersebut menyatakan sekurang-kurangnya berijazah SMU, sedangkan menurut mereka pendidikan tidak menjamin seseorang mampu memimpin dan disukai oleh masyarakat. Begitu pula tentang point lainnya mengenai pelanggaran norma-norma dan adat, mereka berpendapat jika seseorang pernah melakukan pelanggaran tersebut tetapi telah bebas dari hukuman atau sanksi maka orang tersebut berhak menggunakan hak pilihnya maupun dipilih. Hal-hal seperti ini mereka tanyakan langsung ke PMD tetapi dari PMD sendiri tidak dapat menjelaskan dengan pasti sehingga mereka memutuskan bahwa kedua point tersebut tidak digunakan. Sebagai penggantinya ijazah minimal SD dan sebagai kepastian hukum berkelakuan baik maka setiap Calon ( Bakal calon ) kades harus melampirkan SKKB.  

Untuk mengetahui kebenaran tersebut maka keesokan harinya ditempat yang berbeda penulis melakukan wawancara lagi, kali ini dikediaman ketua BPD yaitu Bapak Junaidi berikut dalam wawancara beliau mengatakan:

“Dari BPD memang mengeluarkan surat keputusan utnuk pembentukan panitia pilkades, setelah sebelumnya kami pihak BPD memberikan sosialisasi dan melakukan musyawarah bersama dengan warga untuk membentuk kepanitiaan tersebut, hal ini meneruskan pemberitahuan dari PMD yang berisi tentang pembentukan panitia Pilkades, sebenarnya sudah satu tahun sebelum berakhir masa jabatan kepala desa periode 2001-2006 yang dipegang oleh Bapak Mahmud, yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya karena sesuatu dan lain hal, yang kemudian dipimpin oleh sekertaris desa yaitu bapak Sudirwan. SE”. ( Wawancara tanggal 29 Juni 2012) 

Lebih jauh beliau juga menjelaskan bahwa dasar dari keputusan yang mereka gunakan  dalam pembentukan panitia Pilkades tersebut tidak hanya dari Perda Kabupaten Bulungan No.11 Lebih jauh beliau juga menjelaskan bahwa dasar dari keputusan yang mereka gunakan  dalam pembentukan panitia Pilkades tersebut tidak hanya dari Perda Kabupaten Bulungan No.11 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Desa, tetapi juga menimbang dan mengingat Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, hasil keputusan rapat BPD dan perangkat desa dalam rangka pembentukan panitia pelaksana pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari sabtu  22 januari tahun 2007 dibalai desa.

Masih terkait dengan Pilkades, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota BPD yaitu bapak Meseni yang sekaligus pengamat proses pelaksanaan Pilkades. Hampir senada dengan wawancara sebelumnya pada kesempatan tersebut beliau mengatakan :

“Setelah mendapatkan surat tentang pembentukan panitia Pilkades untuk desa Gunung Sari dari PMD Bulungan, kami mengundang masyarakat untuk bersama-sama mengadakan musyawarah bersama membentuk kepanitiaan. Panitia Pilkades kami pilih dari anggota BPD, perangkat desa, dan warga masyarakat, ketua-ketua RT. Selanjutnya nama-nama panita Pilkades kami tetapkan dalam keputusan BPD”. (Wawancara 29 Juni 2012)

Berbeda dengan susunan kepanitian yang biasanya penulis temui, dalam keputusan BPD tersebut, terlihat bahwa pembentukan panitia yang ada hanya berisi ketua panitia dan sekertaris yang diikuti oleh 11 orang anggota tanpa adanya pembagian kerja. Hal ini kemudian dijelaskan oleh bapak Meseni bahwa kepanitian sengaja tidak membagi bidangnya masing-masing karena dengan demikian semua panitia diharapkan dapat saling berkerja sama. Selain itu pihak desa juga ingin melibatkan semua masyarakatnya secara langsung dalam persiapan Pilkades tersebut.agar tercipta rasa kebersamaan selama jalanya proses pilkades. Jadi dapat dikatakan bahwa anggota yang terpilih dalam kepanitiaan hanya formalitas saja, dan masyarakat adalah anggotanya.
b. Proses Pemilihan Kepala Desa

Dalam sebuah mekanisme kerja untuk mencapai sebuah tujuan dibutuhkan sebuah proses tau tahapan-tahapan yang terencana dan teratur. Demikian pula yang terjadi di Desa Gunung Sari, dimana pada saat akan melakukan pemilihan kepala desa yang baru maka panitia yang terbentuk menyusun jadwal proses pemilihan tersebut. Dari jadwal yang ada diharapkan dalam proses pelaksanaan pemilihan nanti dapat berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan yang berarti. Adapun pada masa penjaringan bakal calon terdapat tujuh orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa. Tetapi dari ketujuh peserta tersebut tidak semuanya dapat menjadi calon kepala desa, sebab ada diantaranya yang tidak lulus dalam ujian dan ada juga yang mengundurkan diri. Sehingga kandidat yang lolos dan dapat melanjutkan kejenjang berikutnya hanya ada tiga orang yaitu : Bapak Setyo Usodo, Yokobus Batusalu dan Ahmat Tangge. Dan dari hasil pemilihan yang telah berlangsung Bapak Setyo Usodo berhasil unggul dalam perolehan suara.

Banyak pemilih yang tidak mengunakan hak pilihnya dan banyaknya surat suara yang tidak sah dan rusak. Hal ini disebabkan karena adanya masyarakat yang berada dipedalaman dan sulit dijangkau dan kurangnya informasi. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat bagaimana cara melakukan pencoblosan yang benar. Untuk itu berikut ini hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua panitia pilkades Bapak Syarani, dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan : 

“Proses pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik. Semua rencanayang kami buat dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan persiapannya pun kami banyak dibantu dari PMD Bulungan, bahkan sampai pada pelaksanaan mereka tetap membantu kami dan terjun kelapangan secara langsung sebagai tim pemantau. Kalau mengenai banyaknya warga kami yang tidak menggunakan hak suaranya waktu pilkades itu disebabkan karena masih banyak sekali masyarakat kami yang tinggal dipedalaman yang sulit dijangkau. Mereka itu suku punan dan hidupnya masih berpindah sehingga susah sekali untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang ada, misal saja seperti pilkades ini. Dan mengenai masalah surat-surat yang tidak sah itu atau yang rusak, itu mungkin karena kurangnya pengetahuan dari warga itu sendiri. Padahal kami sudah menjelaskan caranya, bahkan setiap pengumuman yang kami sebarkan kami sudah memberitahu bagaiman contoh memilih yang benar”. ( Wawancara 29 Juni 2012 ).

Dari penjelasan tersebut diperoleh keterangan bahwa pihak PMD Kabupaten Bulungan banyak membantu dalam persiapan pilkades bahkan sampai pada tahap pelaksanaan, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari PMD itu sendiri.

Kemudian untuk mendapat penjelasan yang masih seputar dengan pelaksanaan Pilkades  maka selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ingan sebagai Ketua BPD Desa Gunung Sari Junaidi. Dalam wawancara tersebut penulis mendapatkan keterangan bahwa : 

“Proses pilkades berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ada, tidak ada hambatan yang berarti. Tidak ada suap-menyuap atau sejenisnya, perkelahian ataupun pemaksaan. Semua calon bersaing secara sehat dan masyarakat bebas memilih dan menentukan siapa yang sesuai dengan keinginan mereka”.( Wawancara Tanggal 30 Juni 2012 ).

4.2.2. Kemampuan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya

1. Kemampuan Desa Malam Melayani Masyarakat

Kemampuan Desa Gunung Sari dalam melayani masyarakat di desanya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat diusahakan berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai sosial yang ada dimasyarakat. Dalam usaha melayani masyarakat tersebut Desa Gunung Sari telah berusaha mulai dari menggunakan teknologi yang modern seperti komputer di kantor desa, agar pelayanan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien. Begitu juga dalam penempatan staf desa dianggap mampu dan telah berpengalaman dalam bidangnya. Terbukti dari struktur pemerintah yang ada sekarang bahwa beberapa staf adalah staf yang mengabdi di periode sebelumnya.

Mengenai waktu pelayanan yang berlaku di Desa Gunung Sari hanya pada saat jam kerja saja namun jika ada masyarakat yang butuh pertolongan maka aparat desa selalu siap untuk membantu baik itu dalam hal surat-menyurat, konsultasi atau apapun yang berhubungan dengan pemerintah desa juga dapat dilakukan dikediaman pejabat desa, sesuai dengan keperluan yang ada. Hal ini dirasakan pemerintah desa dan juga masyarakat Desa Gunung Sari lebih efektif mengingat mayoritas masyarakat bermata pencaharian petani yang sepanjang hari berada diladang dan hanya mempunyai waktu pada sore dan malam hari, dengan kebijakan ini mempermudah bagi masyarakat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan desa ketika mereka mempunyai waktu luang, begitu juga bagi pemerintah desa yang tidak harus berada dikantor sepanjang minggu karena urusan kantor dapat dilakuakan di rumah.dan mereka melakukan perkerjaan atau urusan pribadi lainya, disaat waktu-waktu senggang yang ada.

Kemudian untuk mengetahui kemampuan desa dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa tersebut, berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak kepala desa yaitu bapak Setyo Usodo. Beliau mengatakan bahwa :

“Seperti pembuatan surat pengantar KTP, Kartu Keluarga, surat ijin dan surat-surat lainya, biasanya saya dibantu oleh sekertaris desa dan staf desa yang lainya sesuai dengan kepentingannya apa dan bidangnya masing-masing, kebetulan sekdes dan beberapa kaur yang ada saat ini pernah memegang jabatan pada masa pemerintahan terdahulu, sehingga bisa dibilang sudaah berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang ada tidak mesti dilakukan dikantor desa, dirumah pun bisa karena kantor hanya buka pada hari senin dan kamis. Hari ini dipilih karena tidak setiap hari ada urusan yang kami urus, dari pada buang-buang waktu percuma diikantor lebih baik kami melakukan pekerjaan lain yang lebih berguna.”( Wawancara tanggal 2 Juli 2012 )

Dan untuk mengetahui keluahan ataupun kritik dan saran dari masyarakat maka hampir setiap hari minggu pemerintahan Desa Gunung Sari mengadakan pertemuan dibalai desa ataupun dikediaman bapak kepala desa dan dalam pertemuan itu juga melibatkan masyarakat, yang biasanya diwakili oleh kepala-kepala keluarga dan juga tokoh-tokoh masyarakat.

Tetapi meski telah berusaha menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat namun pada kenyataan masih banyak kendala yang dialami oleh masyarakat seperti mengurus pembuatan KTP, dimana dari pihak desa hanya memberikan surat keterangan pengantar untuk selanjuatnya diperoleh di Kecamatan Tanjung Selor, sementara itu untuk mengurus ke kecamatan harus menempuh perjalanan darat yang cukup jauh sekitar +12 Km, yang sudah tentu cukup menyulitkan warga terlebih tidak adanya kendaraan pribadi. Hal ini penulis ketahui dari wawancara yang penulis lakukan dengan sekertaris desa Bapak Sudirwan. SE dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk melayani warga desa dan memberikan yang terbaik, walaupun masih banyak keluhan masyarakat yang belum bisa diatasi, diantaranya dalam proses pembuatan KTP, dimana masyarakat hanya bisa mendapat surat pengantar dari sini untuk dibuatkan KTPnya di Kecamatan, padahal jarak untuk kesana jauh. Kalu ada kendaraan sendiri mungkin gampang, tapi pada dasarnya masyarakat disini yang memiliki kendaraan pribadi sangat kurang sedangkan biaya yang digunakan untuk kesana sekitar Lima Puluh Ribu Rupiah untuk pulang pergi hal ini dirasa berat karena sebagian besar penduduk desa hanya petani itu pun kalau urusannya bisa selesai sehari, kalau tidak maka biaya yang keluar akan lebih besar lagi. Begitu juga dalam pelayanaan kami khususnya dalam hal pengetikan atau surat menyurat memang masih terbatas, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga yang bisa menggunakan fasilitas komputer, kadang kalau saya berhalangan sedang tidak ada ditempat maka kaur pembangunan yang menggantikan saya, karena hanya kami berdua saja yang bisa menggunakannya, tapi kalau mesin ketik yang manual semuanya rata-rata bisa menggunakan.” (Wawancara tanggal 2 Juli 2012 )

Untuk menguji kebenaran dari hasil wawancara diatas maka penulis menanyakan langsung dengan salah satu warga desa setempat diantaranya adalah Bapak Sapar. Wawancara yang penulis lakuakan beliau berpendapat :

“Pelayanan desa yang sekarang ini cukup memuaskan, walaupun memang belum ada perubahan yang berarti. Tapi dari cara pemimpin dan program-program yang dibuat, saya  nilai lebih baguslah dari yang dulu. Pemerintah sekarang ini juga memperhatikan usulan-usulan masyarakat. Memang seperti pembuatan KTP masih agak susah karena masih harus ke kecamatan padahal jaraknya cukup jauh. Tapi secara keseluruhan apa yang sudah dijalankan sejauh ini baik-baik saja” ( Wawancara tanggal 3 Juli 2012 )

Selain itu masih mengenai kemampuan desa dalam melayani masyarakatnya penulis juga mendapat keluhan dari salah satu ibu rumah tangga yaitu ibu Siti, dimana keluahan tersebut mengenai keterbatasan air bersih, yang juga penulis alami selam melakukan penelitian disana. Dimana di Desa Gunung Sari masih sulit mendapat air bersih, selama ini warga hanya menampung air hujan atau bagi yanng tidak memiliki pompa atau mesin untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Pembangunan Desa

Dalam hal pembangunan desa penulis membatasi dengan dua indikator yang merupakan permasalahan mendasar terkait dengan usaha pembangunan di desa tersebut. Indikator tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat di Desa Gunung Sari dalam usaha pembangunan dapat dikatakan cukup baik dimana adanya kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya kerja sama untuk pembangunan desanya. Partisipasi tersebut tidak hanya pada saat pelaksanaanya saja tetapi dalam perencanaan hingga pengambilan keputusan masyarakat ikut terlibat. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis dilapangan, dimana pada saat berada disana masyarakat Desa Gunung Sari sedang mengadakan musyawarah mengenai penyusunan program-program desanya. Selain itu masyarakat disana juga sedang giat-giatnya melakukan pembangunan sebuah tempat ibadah yaitu masjid, karena dahulunya hanya sebuah musholah yang sudah tidak lagi mampu menampung jamaah dan tidak memadai lagi. Dalam pembangunan tersebut pihak desa berkerja sama dengan masyarakat untuk membentuk sebuah panitia pembangunan. Kegiatan ini juga mendapat respon dari salah satu pihak swasta yang turut mendukung pembangunan tersebut.

Lebih lanjut untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Gunung Sari yaitu Bapak Setyo Usodo. Pada wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat di desa ini baik sekali. Rasa kebersamaannya juga sangat tinggi. Tidak hanya dalam pembangunan Masjid seperti sekarang ini saja mereka ikut serta, tapi misalnya ada kegiatan seperti membersihkan lingkungan atau tempat umum, balai desa, lapangan bola atau perbaikan jalan desa dan lain sebagainya, mereka juga ikut. Kalo ada pembangunan sarana desa atau ada program-program desa kami juga selalu melibatkan mereka, mulai dari tukar pikiran dalam merencanakan hingga sampai pada pelaksanaannya. Semua yang kami lakukan juga tidak ada paksaan, hanya kesadaran saja”.( Wawancara tanggal 4 Juli 2012 )

Masih terkait dengan partisipasi masyarakat Desa Gunung Sari pada hari yang sama penulis bertemu dengan Bapak Samsul Bahri. Selaku kepala urusan pembangunan. Tidak jauh berbeda dengan Bapak Setyo Usodo sebelumnya dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa : 
“Partisipasi masyarakat disini sangat baik, kami selalu melibatkan mereka dalam kegiatan pembangunan. Seperti pada saat ini masyarakat sedang giat-giatnya bergotong-royong mengumpulkan bahan untuk pembangunan masjid yang baru, mereka antusias sekali.” ( Wawancara tanggal 4 Juli 2012 )

Untuk mendapatkan pendapat warga lainnya maka selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan  seorang pemuda yang juga aktif dalam kegiatan karang taruna yaitu saudara Semion. Pada wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa :

“Semangat gotong-royong di Desa Gunung Sari masih sangat tinggi sekali. Masyarakat selalu berpartisipasi dan mau berkerja sama dalam kegiatan pembangunan. Adapun kegiatan positif yang dilakukan agar desa ini maju, masyarakat pasti mendukung”. (Wawancara dilakukan tanggal 4 Juli 2012)
b. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  ( APBDes)

Program Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gunung Sari diatur berdasarkan kebutuhan yang memang diperlukan desa dan merupakan aspirasi dari masyarakatnya. Meskipun dapat dikatakan pula proses penyusunan APBDes tersebut masih terdapat batasan karena program-program desa yang dibuat masih berdasarkan pada besarnya bantuan yang akan diterima atau telah diatur dari pihak kabupaten, sehingga segala sesuatu yang direncanakan bertumpu pada dana tersebut. Selanjutnya dalam penyusunan APBDes tersebut aparat desa juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam desa baik pihak BPD, LPM, Karang Taruna, Ketua-ketua RT, Tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya, termasuk setiap perwakilan kepala keluarga yang ada. Untuk membicarakan tindak lanjut APBDes tersebut, berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala desa yaitu Bapak Setyo Usodo :

“Dalam penyusunan ini kami memang selalu melibatkan masyarakat, kami mengundang mereka lalu bersama-sama kami bahas masalah APBDes ini dan kami juga menerima saran-saran dari warga. Apa yang mereka sarankan dan dinilai memang dibutuhkan desa ini, itu kami masukan dalam program pembangunan. Kemudian selanjutnya semua usulan itu kami sampaikan kepemerintahan Kabupaten Bulungan”.( Wawancara tanggal 5 Juli 2012 )

Sehubungan dengan penjelasan tersebut selanjutnya penulis menemui Bapak Junaidi sebagai ketua BPD, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa :

“Seperti tahun yang lalu, sebelumnya pihak desa telah mendapat sosialisasi APBDes dari pemerintah kabupaten. Disitu juga diberitahu berrapa anggaran yang akan diterima desa gunung sari. Dalam penyusunan program APBDes, pihak desa melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam desa. Ketika program itu sudah dinilai sesuai dengan aspirasi masyarakat dan disetujui oleh BPD maka kemudian ditanda tangani oleh kepala desa, untuk selanjutnya nanti diundangkan melalui lembaran desa oleh sekertaris desa.”  ( Wawancara tanggal 6 Juli 2012 )

Mendukung validitas data bahwa dari awal penyusunan APBDes periode 2007-2012 Desa Gunung Sari melibatkan masyarakat, salah satu warga yang penulis temui yaitu Bapak Daruma, yang juga hadir dalam pertemuan yang membahas APBDes tersebut, mengatakan :

“Kami memang sering diundang dalam rapat-rapat seperti ini,  yang berhubungan dengan program atau pun masalah mengenai pembangunan desa. Biasanya pertemuan seperti ini dilakukan hampir setiap hari minggu, karena hari minggu saja masyarakat punya waktu, kalua hari lain masing-masing sibuk diladang. Tapi biarpun begitu tidak semuanya juga bisa datang, yang punya kesempatan saja lah”. ( Wawancara tanggal 8 Juli 2012 )

3. Kemampuan Keuangan

Selain memperoleh pendapatan dari pemerintah Kabupaten Bulangan berupa bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, juga dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Bulungan No.11 Tahun 2000, Desa Gunung Sari juga memiliki sumber-sumber pendapatan asli desa.

Namun untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan tersebut maka desa harus dapat merangsang dan meningkatkan perekonomian desa. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan desa dalam menggalang potensi yang ada bagi kemandirian desa, yang akan  penulis bahas dalam fokus sebagai berikut yaitu:

Sesuai dengan peraturan yang digunakan oleh Desa Gunung Sari dalam Perda Kabupaten Bulungan No.11 Tahun 2000, maka pendapatan asli desa meliputi; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

Adapun pendapatan asli desa di Desa Gunung Sari saat ini meliputi hasil usaha desa adalah adanya mobil desa yang berfungsi mengangkut warga dan hasil panennya dari ladang atau kebun untuk dijual, begitu sebaliknya. Untuk itu warga menumpang mobil tersebut dikenakan tarif tertentu yang telah disepakati bersama.

Untuk mengetahui usaha Desa Gunung Sari dalam mengupayakan pendapatan asli desanya, penulis melakukan wawancara dengan kepala desa yaitu Bapak Setyo Usodo, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa :

“Pendapatan di desa ini bisa dibilang masih terbatas karena pendapatan yang masuk biasanya hanya dari pemerintah ataupun pengusaha yang ada disini. Kami juga tidak ada ladang untuk kas desa tapi kami punya mobil desa untuk mengangkut warga dan hasil panennya dari ladang. Dan setiap pengangkutannya dikenakan biaya sesuai dengan jarak dan banyaknya angkutan yang dimuat utnuk kas desa”.( Wawancara tanggal 10 Juli 2012 )  

Dari wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa di Desa Gunung Sari saat ini tidak memiliki ladang desa untuk kas desa, tanah-tanah kas desa hanya utnuk diambil sumber-sumber daya alamnya saja seperti kayu-kayu untuk digunakan sewaktu-waktu untuk keperluan pembangunan desa. Sementara swadaya masyarakat juga hanya berlaku saat-saat tertentu misalnya pada acara-acara perayaan hari besar seperti HUT RI, maka masyarakat memberikan swadayanya berupa iuran atau sumbangan seadanya dan tentunya dibantu juga oleh beberapa perusahaan yang ada di Desa Gunung Sari seperti perusahaan sawit. 

Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Kepala urusan Pembangunan yaitu Bapak Samsul Bahri, beliau menjelaskan bahwa:

“Sumber pendapatan asli di desa ini memang masih sangat minim, untuk pembangunan gotong-royong dan hasil alam memang masih bisa diandalkan, tetapi untuk mengisi kas desa, itu yang masih sulit. Sebenarnya digunung sari ini juga ada perusahaan, tetapi selama ini kalau ada kegiatan saja mereka dimintai sumbangan sekedarnya saja. Hal ini juga sudah kami rundingkan bersama mungkin dalam waktu dekat kami akan membuat peraturan bagaimana caranya menarik pungutan sumbangan tersebut”.( Wawancara tanggal 11 Juli 2012 )

Salah satu wujud nyata dari otonomi masyarakat desa adalah kemampuan desa dalam menggalang potensi yang ada bagi peningkatan kemandirian desa. Perwujudan otonomi masyarakat desa bisa dipandang sebagai peroses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Menurut keterangan yang telah dipaparkan oleh para informasi terkait dengan sumber-sumber pendapatan asli di Desa Gunung Sari pada saat ini desa tersebut sebenarnya kurang dapat menggali secara maksimal sumber pendapatan aslinya. Seperti keterangan kepala desa yaitu Bapak Setyo Usodo dan Bapak Samsul Bahri sebagai kaur pembangunan yang menyebutkan bahwa hingga saat ini Desa Gunung Sari belum memiliki sumber pendapatan asli desa yang belum memadai. Memang ada beberapa pendapatan asli desa, hanya saja pendapatan tersebut sangat kurang dan tidak tepat, seperti pungutan yang didapat dari mobil desa yang digunakan masyarakat untuk membawa hasil penennya untuk dijual, sumbangan swadaya dari masyarakat desa untuk pembangunan masjid, gereja, jembatan, semenisasi dan lain-lain yang diberikan oleh perusahaan yang ada.

Meskipun untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa saat ini juga telah direncanakan oleh bapak kepala desa yang memberikan keterangannya bahwa saat ini sedang mencoba membuat peraturan cara menarik sumbangan bagi perusahaan yang ada diwilayah Desa Gunung Sari.
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian
Didalam Pembahasan ini penulis akan kemukakan tentang pokok-pokok dalam penelitian ini  dan juga menganalisisnya berdasarkan hasil penelitian. berikut uraian yang penulis sajikan kedalam sub pokok bahasan sebagai berikut :

4.3.1. Kemampuan Desa Dalam Memilih Pemimpinnya Sendiri

Demi terwujudnya kemampuan masyarakat desa dalam memilih pemimpinya sendiri atau dengan kata lain untuk pemberdayaan politik, pemerintah desa diberi keleluasaan menentukan calon pemimpinnya menurut kriteria yang dapat mereka nilai dan pahami. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang berperan sebagai penggerak organisasi. Adapun ciri-ciri pemimpin yang dibutuhkan antara lain adalah pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas, kemampuan berorganisasi, dan dapat menumbuhkan motifasi anggotanya, berdasarkan pada pertanggung jawaban publik, demokratis dalam pengambilan keputusan, memiliki kemampuan manajemen serta mampu menggalang kerja sama antar organisasi tingkat desa.

Pemilihan kepala desa yang berlangsung demokratis tanpa adanya politik uang merupakan permulaan yang baik guna terciptanya pemerintahan desa yang bersih, bertanggung jawab dan demokratis.

Pemilihan kepala desa di Desa Gunung Sari jika dilihat dari dua indikator yang penulis ambil yaitu peraturan mengenai pemilihan kepala desa dan proses pemilihan kepala desa, dapat dikatakan berlangsung secara bersih, transparan dan demokratis. Hal ini juga mengacu pada Perda Kabupaten Bulungan No.11 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan menjadi rujukan  Panitia Pilkades dalam menetapkan peraturan, mekanisme dan syarat dalam pilkades diantaranya  mengenai persyaratan calon kepala desa, meskipun tidak semua point dalam persyaratan tersebut yang digunakan sebab ada beberapa kebijakan yang diambil oleh panitia mengingat tidak semua bakal calon yang ada bertamatan SLTA atau yang sederajat dan hal itu mereka nilai tidak menjamin kemampuan seseorang dalam memimpin. Sehingga persyaratan calon kepala desa yang digunakan Desa Gunung Sari dapat berlaku secara umum dan benar-benar dapat menyaring calon kepala desa yang memang dibutuhkan desa tersebut seperti dinilai mampu memimpin dan disenangi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan Pilkades tersebut terdapat koordinasi yang baik antara pihak desa dan kabupaten dalam hal ini adalah PMD Kabupaten Bulungan yang juga ikut terlibat secara langsung kelapangan untuk membantu pihak desa agar mempermudah dalam peroses persiapan hingga pelaksanaan pilkades tersebut.

Dalam pemilihan dan peroses pelaksanaan pemilihan kepala desa digunug sari yang diikuti oleh tiga orang calon yaitu Bapak Setyo Usodo, Bapak Yokubus Batusalu dan Bapak Ahmad Tangge, dapat dikatakan berlangsung sesuai dengan rencana, transparan dan demokratis. Persaingan antara ketiga kandidat calon tersebut berjalan adil dan sehat. Tidak terdapat tindakan kecurangan seperti politik uang, pemaksaan dan sebagainya yang dapat menyebabkan kerugian pihak lain. Hal ini dilihat dari keterangan yang diberikan oleh panitia pilkades salah satunya adalah Bapak Syarani sebagai ketua pilkdes beliau mengatakan bahwa proses berjalannya pilkades berjalan dengan baik dan sesuai rencana, tidak ada politik uang, suap menyuap dan pemaksaan dan tindak kekerasan.

Hal ini menunjukan kesadaran masyarkat Desa Gunung Sari dalam berpolitik sudah cukup baik dan juga telah memiliki kesadaran berdemokrasi. Dimana mereka menyadari bahwa pilihan terletak ditangan mereka untuk memilih calon yang sesuai dengan hati nurani mereka. Sedangkan calon yang tidak sesuai dengan keinginan mereka adalah sebuah pilihan, karena demokrasi itu sendiri adalah sebuah kebebasan dalam menentukan pilihan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai pemegang kekuasaan.

Proses pemilihan kepala desa hendaknya selalu melibatkan seluruh masyarakat dimulai dari pencalonan, pemilihan dan penetapan kepala desa. Hal ini memungkinkan bagi masyarakatnya untuk menggunakan haknya secara bebas dalam memilih pemimpinya sendiri sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasa ikut bertanggung jawab atas apa yang telah mereka pilih yaitu memberikan dukungan terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah desa. Sedangkan mengenai banyaknya warga desa yang tidak ikut dalam pemilihan pilkades di Desa Gunung Sari hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Syarani bahwa banyaknya warga yang secara teknis dilapangan tidak tahu caranya bagaimana memilih yang benar ditambah dengan adanya masyarakat yang terdaftar namun hidupnya masih primitif dan hidupnya jauh dari desa sehingga sangat sulit dijangakau. Hal ini memberikan penjelasan bahwa pada masyarakat Desa Gunung Sari masih kurang pengetahuan dan informasi berkaitan tentang tata cara pemilihan pilkades tersebut. Selain itu juga bagi masyarakatnya yang ada dipedalaman dapat dikatakan masih sangat terisolasi sehingga pendidikan dan tingkat kesadaran mereka akan rasa tanggung jawab atas jalanya pembangunan dan pemerintahan desanya sangat minim.

4.3.2. Kemampuan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya

Dukungan oleh masyarakat terhadap suatu rencana usaha pembangunan desa sangat berpengaruh terhadap realisasi rencana tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan menuntut dukungan masyarakat maka pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan kualitasnya. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan tidak hanya bisa diukur dengan keberhasilan fisik saja akan tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non fisik. Diantaranya adalah kepuasan batin anggota masyarakatnya terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemeritah desa sebagai abdi dari masyarakat harus senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat dalam berbagai urusan dan kepentingan. Misalnya dalam mengurus surat-surat tertentu, petugas harus mampu menyelesaikan dengan cepat dan tepat waktu serta tidak berbelit-belit. Dengan cara demikian masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan tersebut yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk terlibat aktif dalam setiap gerak pembangunan.

Dengan semakin maju dan pesatnya pembangunan disegala sektor membawa dampak terhadap tuntutan masyarakat yang semakin bertambah pula. Untuk itu peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa harus senantiasa dibina dan dikembangkan secara konsisten baik melalui pendidikan, latihan, maupun kursus-kursus. Dengan demikian akan mampu meningkatkan keahlian dan keterampilan aparat desa sehingga dapat meningkatkan pula kualitas pelayanaan terhadap masyarakat.

Pada Desa Gunung Sari kemampuan desa dalam melayani masyarakat dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan desa, penulis menilai belum cukup memuaskan hal ini berdasarkan keterangan dari warga masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sapar yang mengatakan bahwa saat ini masih banyak usulan dan keluahan warga desa yang belum mendapat tanggapan yang berarti. Pelayanan dalam pembuatan  surat-surat misalnya pengantar KTP, kartu keluarga dan surat keterangan lainnya terkesan masih lamban dan berbelit-belit.

Hanya saja menurut Kepala Desa Gunung Sari sebenarnya upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa sebenarnya sudah sangat maksimal diusahakan dan akan diusahakan untuk ditingkatkan. Semenjak memulai masa jabatannya Bapak Setyo Usodo sengaja menggunakan beberapa aparat desa yang memegang jabatan pada periode sebelumnya untuk menjabat lagi dengan tujuan agar dalam memberikan pelayanan dapat memuaskan karena dinilai berpengalaman dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun diakui bahwa dalam pelayanan yang berhubungan dengan surat-menyurat atau pengetikan masih lamban, hal ini disebabkan karena kurangnnya  tenaga aparat desa yang mampu mengoprasikan komputer yang ada.
4.3.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Permasalahan mendasar dalam pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat. Dengan semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam usaha pembangunan di desa, menunjukan adanya kesadaran masyarakat bahwa usaha tersebut adalah untuk kepentingan bersama, pentingnya keterlibatan masyarakat baik berupa fikiran, tenaga serta materi akan sangat membantu keberhasilan dari peroses pembangunan yang berkesinambungan.

Dengan tingginya tingkat partisifasi masyarakat desa pada usaha pembangunan berarti menunjukan bahwa masyarakat telah menjadi pelaku atau subyek pembangunan, dengan meniggalkan paradigma lama yaitu masyarakat adalah sasaran ( Obyek ) ataupun hanya sebatas penonton dalam usaha pembangunan. Untuk kedepanya hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan desa akan mengurangi ketergantungan Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Kabupaten.

Untuk mengukur tingkat kemampuan desa dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan Bab sebelumnya maka penulis akan memaparkan dan menganalis dua sub fokus penelitian yang ada yaitu partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan dan peroses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala desa, ketua BPD dan seorang warga yaitu Daruma diperoleh data yang relatif sama, dari wawancara tersebut didapatkan bahwa Desa Gunung Sari saat ini selalu  melibatkan masyarakat desa  dalam musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa termasuk dalam pertemuan yang membahas tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, seperti BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di Desa Gunung Sari, LPM, Karang taruna, PKK, tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, bahkan perwakilan dari kepala keluarga dari setiap RT  yang ada. Akan tetapi dalam peroses penyusunan tersebut segala yang direncanakan berpatok pada besarnya bantuan yang telah ditentukan dan akan diterima desa dari pihak Kabupaten dan swasta, karena sumber pendapatan desa yang terbatas dan lemahnya sumber pendapatan asli desanya sendiri yang sebenarnya diharapkan dapat digali dan dikembangkan agar ketergantungan kepada pihak kabupaten dan swasta dapat diminimalisasi dan dapat menunjukan kemandirian desa tersebut dalam usaha pembangunan desanya.

Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan yang didapat dari hasil wawancara, bahwa Desa Gunung Sari telah terlihat wujud partisipasi yang konkrit seperti melibatkan masyarakatnya untuk berperan serta tidak hanya dalam pelaksanaannya saja tetapi juga pada saat pihak desa mengadakan pertemuan untuk membicarakan usulan-usulan proyek yang akan dilakukan didesa yang juga merupakan aspirasi dari masyarakat. Dan pertemuan rutin atau musyawarah desa hampir setiap minggu dilakukan, untuk mengetahui keluhan-keluhan ataupun usulan-usulan dari warga desa. Hal ini dilakukan mengingat bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang hampir setiap harinya berkerja diladang atau sawah dari pagi hingga sore hari dan hanya memiliki waktu senggang pada hari minggu yang juga merupakan hari libur dan hanya digunakan  masyarakat untuk beribadah. Selain itu, wujud partisipasi dari masyarakat juga terlihat dari swadaya yang biasa diberikan oleh masyarakat atau perusahaan yang berada diwilayah Desa Gunung Sari kepada desa dalam rangka pembangunan rumah ibadah seperti masjid yang sedang dibangun, atau pada saat perayaan hari besar nasional seperti HUT RI dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut terkait dengan partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang telah terjadi di Desa Gunung Sari tidak hanya sebatas partisipasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi apakah pelaksanaan sampai hasil pembangunan desa tersebut sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. 

4.3.4. Kemampuan Keuangan

Salah satu wujud nyata dari otonomi masyarakat desa adalah kemapuan desa dalam menggalang potensi yang ada bagi penigkatan kemandirian desa. Perwujudan otonomi masyarakat  desa bisa dipandang sebagai peroses penigkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Adapun fokus penelitian yang penulis gunakan yaitu sumber-sumber pendapatan asli desa yang penulis nilai dapat dengan jelas menggambarkan dan mengukur kemampuan Desa Gunung Sari dalam menggalang potensi yang ada didesa tersebut bagi peningkatan kemandirian desanya.

Menurut keterangan yang telah dipaparkan oleh para informan pada bab ini terkait dengan sumber-sumber pendapatan asli di Desa Gunung Sari pada saat ini desa tersebut sebenarnya kurang dapat menggali secara maksimal sumber pendapatan aslinya. Seperti keterangan kepala desa yaitu Setyo Usodo dan Bapak Samsul Bahri sebagai kaur pembangunan yang menyebutkan bahwa hingga saat ini Desa Gunung Sari belum memiliki sumber pendapatan asli desa yang belum memadai. Memang ada beberapa pendapatan asli desa, hanya saja pendapatan tersebut sangat kurang dan tidak tetap, seperti pungutan yang didapat dari Mobil desa yang digunakan masyarakat untuk membawa hasil panennya untuk dijual, sumbangan swadaya dari masyarakat desa untuk pembangunan masjid, gereja, jembatan, semenisasi dan lain-lain yang diberikan oleh perusahaan yang  ada.

Meskipun untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa saat ini juga telah direncanakan oleh bapak kepala desa yang memberikan keterangannya bahwa saat ini sedang mencoba membuat peraturan cara menarik sumbangan bagi perusahaan yang ada diwilayah Desa Gunung Sari.  

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Otonomi desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Dari empat fokus penelitian yang penulis ambil hanya ada satu fokus penelitian yang penulis nilai mencerminkan kemandirian desa tersebut. Fokus penelitian tersebut hanya pada pelaksanaan pemilihan pemimpin bagi desanya, hingga proses pelaksanaan pemilihan kepala desa semuanya berjalan dengan baik dan masyarakat Desa Gunung Sari memilih secara demokrasi sesuai dengan hati nurani, tanpa ada paksaan.

2. Pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat dibidang administrasi masih belum optimal khususnya pada pelayanan dalam membuat surat-menyurat ataupun surat pengantar dan pembuatan KTP yang dinilai tidak efektif dan efisien karena sangat lamban dan harus melalui banyak prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang besar.

3. Dalam peroses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa                        ( APBDes ) di Desa Gunung Sari melibatkan komponen yang ada didalam masyarakat dan berjalan secara demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga baik, hanya saja masih bertumpu pada besarnya bantuan yang ada atau yang akan diterima dari pihak kabupaten maupun pihak swasta sehingga program pembangunan yang akan dilakukan masih sanga terbatas sisesuaikan dengan dana yang diperoleh.

4. Pemerintah desa belum pernah membuat peraturan desa, sebab mereka menganggap bahwa peraturan-peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat sudah banyak diatur dalam keputusan-keputusan lembaga adat yang sampai saat ini masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat desa. Hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya legalitas terhadap tindakan-tindakan aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan. 
5.2. Saran-Saran 
1. Pihak desa hendaknya dapat meningkatakan pelayanaan kepada masyarakat  terutama dalam proses pengetikan dan surat-menyurat, seperti pengadaan tenaga teknis komputer atau pun memberikan pelatihan kepada aparat desa agar dapat menggunakan fasilitas komputer yang ada demi tercapainya keinerja yang efektif dan efisien.

2. Pihak desa juga harus lebih tangganp terhadap segala keluhan yang ada dimasyarakat agar dapat segera dicari solusi yang tepat seperti dalam hal pembuatan KTP yang sebisa mungkin hanya dikerjakan oleh pihak desa tanpa harus membebankan kepada masyarakat secara langsung ke kecamatan yang sebenarnya telah dirasakan sangat menyita waktu dan biaya yang besar.

3. Dalam menjalankan program-program desa, prioritaskan penyediaan sarana dan prasarana yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat seperti sarana sumber air bersih dan kesehatan.

4. Peraturan desa hendaknya mempunyai peraturan dan keputusan desa tidak hanya mengandalkan Perda Kabupaten Bulungan ataupun peraturan lembaga adat yang berlaku agar pemerintah desa lebih mempunyai legitimasi hukum yang mandiri dan rinci sesuai dengan keadaan. Salah satu contoh adalah perlu adanya peraturan desa dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa agar pihak desa dapat mencari dan menggali bentuk-bentuk baru sumber-sumber tersebut demi menunjang usaha pembangunan didesa pimping sehingga tidak selalu bertumpu pada bantuan dari kabupaten atau pihak swasta.

5. Pemerintah desa dan tokoh-tokoh lembaga adat hendaknya dapat meninjau kembali tentang kebijakan yang dibuat dalam peraturan desa yang berlaku. Dimana dalam peraturan tersebut masih terdapat kerancuan dan sanksi yang diberikaan kepada pelanggar hukum dinilai sangat ringan, tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan.
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